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bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang
terjaga dengan baik dan berkesinambungan,
diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk
menjaga dan meningkatkan kelestarian
lingkungan;

bahwa penggunaan kantong plastik telah menjadi
permasalahan terhadap lingkungan, sehingga
perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap
dampak kurang baik dari kantong plastik secara
komprehensif dan terpadu dari hulu agar
memberikan rasa aman, bersih dan sehat bagi
lingkungan hidup; '

bahwa berdasarkan pertimbangan ‘sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Walikota tentang
Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat. Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

4. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang perubahan kedua atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentng
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rpublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679 );

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036 );

6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

~ Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2014 Nomor 25);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27
Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Izin
Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 27);
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Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

L

10.
11.

Daerah adalah Kota Banjarmasin .

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin .

Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan
dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric,
atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan,
yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut
barang.

Kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat
dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak
lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.

Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang
karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara
bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau
jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses
alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara
permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.

Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau
tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar
organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat
dipakai berulang-ulang.

Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk
meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta
bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang
tidak ramah lingkungan.

Pelaku Usaha adalah toko ritel, toko modern, super market/mini market.
Penyedia kantong plastik adalah setiap ritel atau super market, dan toko
modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan
hukum yang melakukan usaha dan / kegiatan di bidang perdagangan yang
menyediakan kantong plastik.
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